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TENTANG 

PENYAMPAIAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN GUBERNUR YANG 
BERPOTENSI MENGHAMBAT PROSES PERIZINAN DAN INVESTASI 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Dalam rangka simplikasi regulasi guna mendukung program Nawa Cita Pemerintah Pusat 
dan percepatan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini 
menginstruksikan : 

Kepada 	: 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta 
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI 

Jakarta 
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 

10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

DKI Jakarta 
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI 

Jakarta 
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta 

Untuk 

KESATU 	: Menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan Daerah dan/atau 
Peraturan Gubernur sesuai bidang masing-masing yang berpotensi 
menghambat proses perizinan dan investasi. 

KEDUA 	: Para Asisten Sekda mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi dan 
Identifikasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubemur sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU sesuai bidang di bawah koordinasinya. 



Ditetapkan di Jakarta 
pad 	 Februari 2017 

aariarlrovinsi DKI Jakarta, 

(("1  

aefullah 
NIP 196402111984031002 

2 

KETIGA 	: Menyampaikan •hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan Daerah 
dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Biro Hukum Setda 
Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 8 Februari 2017. 

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan 

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
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